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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 4 TAHUN 2010 

TENTANG 

PEN.IABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAiN BELANJ~ DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2010 

., 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2010, perlu menetapkan Perataran Gubernur tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanje Daerah Tahun Anggaran 2010; 

1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000; 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Ats 

Tanah dan Bangunan; 

4. J0dang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Nga'a 
,ang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

5. Undang-Undang Nomor 17 ahun 2003 tenrang Keuangan Negara, 

6. Udang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeiolaan 
dan Tanggung dawab Pengelolan Keuangan Negara, 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

10. Udang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 tentang Pemerintahan Dar ih 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undag 
Nomor 12 Tahun 2008; 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuang sn 
antara Pemenintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
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12. Undang-Undang Nomor ZS9 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Frovinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

15. Peraturan Pemerintah Nomcr 24 Tanun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan 'Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Auntansi 
Pemerintahan; 

18.  Peraturan Pemerintah No»or 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan; 

20. Peraturan Pemerintah Ncmor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah; 

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Fengelolaan 
Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Per,yusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

25. Peraturan Pemerintah Ilomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara / Da:ah; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

27. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 59 Tahun 2007, 

' 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Angyaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2010; 

29 Peraturan Daerah Nomo; 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang 
Daerah; 

30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Keduukan Keuangin 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta; 



31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 

33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

ME MUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARRA.N 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Ang 7aran 2010 tediri atas : 

1 .  Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 11.824.970 000.000,00 

b Dana Perimbangan Rp 10.306.090.000.000,00 

c. Lain-Lain Pendapatan Rp 41.000.000.000,00 
Daerah Yang Sah 

Rp 22.172.060.000.000,00 
2. Belanja. 

a. Belania Tidak Langsung 
1 )  Belanja Pegawai Ro 7.5&6.349.508.013,00 
2) Belanja Bunga Ro 3.946.000.000,00 

3) Belanja Subsidi Rp 0,00 
4) Belanja Hiboh Rp 362.100.000.000,00 
r Belanja Bantuan Sosial Rp 38.040.000.000,00 w, 

6) Belanja Bagi Hasil Ro 0,00 
7) Belanja Bantian Rp 1.350 000.000,00 

Keuangan 
'·� 8) Belanja Tidak Terduga FRp €7.260.454.000,00 

Ry 8.065.045.962.013,00 
b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp 1.368.138.453.733,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 8.077.183.821.311,00 
3) Belanja Modal Rp 6.774.979.216.943,0 

Rp 16.220.301.491.987,00 

Jumlah Belanja Rp 24.285.347.454.000,00 
Surplus/(Defisit) Rp (2.113.287.454.000,00) 

3. Pembiayaan: 
a. Penerimaan Rp 2.500.000.000.000,00 
b. Pengeluaran Rp 386.712.546.000,00 

'am lah Pembiayaan Netto p 2.113.287.454.000 00 

Ro 000 
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 
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Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksuI pada Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagin 
yang tidak terpisahkan dari Perat :ran Gubernur. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Argg ran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Guternur dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlau 
surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Jenuari 2010 

Io 

BERITA DAERAH PROV!'NSI DAERAH KHUSUS 'BUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2010 NOMOR 6 


